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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulasi pidana mati
terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, dan kebijakan formulasi
pidananya di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa

perangkat peraturan perundang-undangan, serta ditunjang dengan data primer dari buku-buku
literature serta berbagai artikel dan media massa, Dalam prakteknya korupsi lebih dikenal
sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan atau
administrasinya, terjadinya Korupsi di Indonesia karena tidak tegasmya pidana yang
dijatuhkan pada terdakwa pidana korupsi dan tumpulnya hukum pada kalangan atas
mengakibatkan korupsi tidak bisa di berantas, bahkan dari tahun ke tahun korupsi tidak
semakin sedikit tetapi semakin mengakar dan menjadi penyakit yang menggerogoti keuangan
negara. Pidana mati adalah hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada seorang terdakwah
yang telah menjalani proses hukum, khususnya pada pidana korupsi diterangkan juga
mengenai pidana mati dan penggulangan pidana korupsi, pidana mati diatur pada Pasal 2,
Pasal 15, dan Pasal 16 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Detail
mengenai penganturan Pidana mati ada dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) yang di atur
mengenai “keadaan tertentu” di akhir penjelasan Pasal diterang mengenai pengulangan tindak
pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati.

Kata kunci : pidana mati, recidive, tindak pidana korupsi.
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ABSTRACT

This study aims to study and analyze the policy of the formulation of capital punishment
against current perpetrators of corruption in Indonesia, and its policy on criminal formulation
in the future. The research method used is normative juridical, using secondary data in the
form of legislation, and supported by primary data from literature books and various articles
and mass media. In practice corruption is better known as receiving money that has to do with
a position without any records or administration, Corruption in Indonesia because it is not
explicit the corruption convicted and legal blunt on the upper class resulted in corruption
being unable to be eradicated, even from year to year the corruption did not decrease but it
became more rooted and became a disease that undermined state finances. Death penalty is
the most severe sentence imposed on a preacher who has undergone a legal process,
particularly in the corruption case explained also regarding capital punishment and repetition
of corruption, capital punishment is regulated in Article 2, Article 15, and Article 16 in the
Act on Combating Acts Criminal Corruption, Details regarding the execution of the Criminal
Code in the Explanation of Article 2 Paragraph (2) which is governed by "certain conditions"
at the end of the explanation of the Article concerning the repetition of criminal acts of
corruption can be sentenced to death.

Keywords: capital punishment, recidive, corruption.
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